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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1~50 tentang Pe~bentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbend~araan Negara (Lembaran Negara Republik
Indone~la Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Ne ara
Republik Indonesia Nomor 4355); g

BUPATI GARUT,
: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan
Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan
Penghasilan Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa sehubungan ada perubahan mengenai rnekanisme
pembayaran tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara,
maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan
Aparatur Sipil Negara;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

Mengingat

Menimbang

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 21 TABUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 3 TABUK 2020

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATIGARUT
PROVINSI JAWA BARAT



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400J;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan
Keuangan Antara \ Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494};

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kal1, temkhil" dengan: Urtdarrg-Undang Nornor 9
Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S879t;

8. Peraturan Pemerintah Nomor S3 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil [Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun. 2010 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Ne ara
Repuhlik Indonesia Nomor 5135); g

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentan
i~~~k~tOl~ae~ah (Lembaran Negara Republik Indonesi!
R' ornor 114, Tambahan Lemb N
epubhk Indonesia Nomor 5887) b' aran egara

dengan Peraturan Pemeri1 se agatmana telah diubah
Penlbahan Atas Peratur~ tt Nomor 72 Tabun 2019 tentang
tentang. Perangkat Daerahemenntah Nomor 18 Tahun 2016
IndonesIa Tahun 2019 N (Lembaran Negara Republik
Negara Republik Indonesia ~=~r ~~~2)~arnbahan Lernbaran

10. Peraturan Pe ""· tab 'P ierin Nomo. 12
e?gelo~aan Keuangan Daera{ Le· Tahun 2019 tentang

InaoneSla Tahun 2019 N (mbaran Negara Republik
Negara Rep blik I ornor 42, Tambahan Le

u ndonesia Nornor 6322)' rnbaran
11. Peraturan Pemerintah N '

Penifai~n Kinelja Pegawat~c;:' ~O .T~un 2019 tentang
Repubhk Indonesia T.~L gen Slpil (Lembaran N
Lernb allun 2019 No egara
, aran Negara Republik Ind~nes' N mor 77, Tambahan

12. Peraturan Mente' D ia omor 6340);

:~tan~Pe:~rnan ~en;;:.mN~~:'!n:=~r13Tahun2006
Menteri l~al beberap.a kaIi, terakhir ~:~ah sebagairnana
Perubah am Negen Nomor 21 T-,:1.. gan Peraturan

an Kedua Ata R anun 2011 t ta
Nomor 13 Tahun 20~6 eraturan Menteri Dalam e; n~
Keuangan D tentang A d egen1': .. .... aerah (Berita e oman Pengelolaan
ahun 2011 Nomor 310); Negara Republik Indonesia
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Pasa126
(1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung setiap bulan oleh

Pembantu Bendahara Pengeluaran (Bendahara Gaji) paling lambat setiap
tanggal 11 bulan berikutnya berdasarkan basis data hasil penilaian kinerja,

(2} Pembayaran TPP sebagaimana dimaksnd pada ayat (l} ditetapkan sebagai
berikut:
a. pembayaran TPPdidasarkan pada hasil penghitungan pagu anggaran TPP

setelah memperhatikan laporan penilaian kinerja masing-masing pegawai;
b. Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat

Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)untuk pembayaran TPP dengan
dilampiri daftar penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. TPPdibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya; dan

BABVII
MEKANISME PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN

Pasall
Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2020
tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PERA:TURAK BUPATI TBNTAlfG PERUBAHAlf ATAS
PERATURAN SUPATI GARtJT NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTAN'G 'fA.BAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL
NEGARA.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut
(LembaranDaerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(LembaranDaerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor9);

16. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garui (Berita Daerah Kabupaten Oarut
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut
(BeritaDaerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
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DENISUHERLAN
BZRlTA DAERAH KABUPATEK GARUT
TABUK 2020 NOMOR21

ttd

Diundangkan di Garut
pada ·tanggal 30 ..4 - 2020
SEKRETARISDAERAH KABUPATEN GARUT,

RUDY GUNAWAN

ttd

Dltetapkan di Garut
pada tan"al 30 - 4 - 2020
BUPATI GARUT,

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

d. khusus untuk TPPbulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun
anggaran berikutnya dengan mempertirobangkan penilaian produktivitas
kerja dan penilaian disiplin keIja bulan Desember.
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